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Penilaian kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan, dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindalan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.
Definisi lain mengenai Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” adalah :

“Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.“                                                                                                            
      (2004:121)
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengukuran kinerja merupakan hasil kerja operasional suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan yang juga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kinerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. 
 Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :
1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah  berfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.2 Persyaratan Sistem Pengukuran Kinerja 
Dengan munculnya berbagai paradigma baru dimana bisnis harus berorientasi kepada pelanggan (customer focused), suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif paling tidak harus memiliki syarat-syarat tertentu. 
Menurut Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Muhammad Ichsan dalam bukunya “Balanced Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi”, mengemukakan bahwa :

“Suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif, paling tidak harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
1. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik   organisasi itu sendiri sesuai perspektif pelanggan
2. Evaluasi atas berbagai aktivitas, menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customer validated 
3. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif
4. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan. “
                                                                                                                    (2004:28)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pengukuran kinerja tidak hanya diukur dari satu sisi saja, akan tetapi suatu sistem pengukuran kinerja yang baik dapat dinilai apabila sistem pengukuran kinerja tersebut dapat memenuhi syarat-syarat suatu pengukuran kinerja dapat dikatakan baik.


Selain beberapa syarat tersebut diatas, Mc. Mann dan Nanni sebagaimana diterjemahkan pula oleh Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan  Muhammad Ichsan dalam bukunya “Balanced Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi”, mengemukakan bahwa :

“24 Atribut lain bagi suatu sistem pengukuran kinerja yang baik suatu sistem pengukuran kinerja dikatakan baik, adalah sebagai berikut :

1. Mendukung dan konsisten dengan tujuan, tindakan, budaya dan faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan.

2. Relevan dan mendukung strategi.

3. Sederhana untuk diimplementasikan.

4. Tidak kompleks.

5. Digerakkan oleh pelanggan.

6. Integral dengan seluruh fungsi dalam organisasi.

7. Sesuai dengan keseluruhan tingkatan organisasi.

8. Sesuai dengan lingkungan eksternal.

9. Mendorong kerjasama dalam organisasi baik secara horisontal maupun vertikal.

10. Hasil pengukurannya dapat dipertanggungjawabkan.

11. Jika memungkinkan, dikembangkan dengan menggabungkan pendekatan top down dan bottom up.

12. Dikomunikasikan ke seluruh bagian yang relevan dalam organisasi.

13. Dapat dipahami.

14. Disepakati bersama.

15. Realistik.

16. Berhubungan dengan faktor-faktor yang berhubungan dan membuat “sebuah perbedaan”.

17. Terhubung dengan aktivitas sehingga hubungan yang jelas terlihat antara sebab dan akibat.

18. Difokuskan lebih pada pengelolaan sumber daya, ketimbang biaya yang sederhana.

19. Dimanfaatkan untuk memberi “real time feedback”.

20. Digunakan untuk memberi “action oriented feedback”.

21. Jika diperlukan, suatu tolok ukur bisa ditambahkan lintas fungsional dan lintas level manajemen.

22. Mendukung bagi pembelajaran individu dan organisasi.

23. Mendorong perbaikan secara kontinyu dan tiada henti.

24. Secara kontinyu dinilai relevansinya terhadap 23 atribut di atas dan dibuang jika kegunaannya hilang atau ada tolok ukur yang baru atau lebih relevan ditemukan.”

        (2004:30)


Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa secara umum, suatu sistem pengukuran kinerja yang baik harus terdiri dari sekumpulan tolok ukur yang mengkombinasikan antara matriks keuangan dan non keuangan, yang terdiri dari 24 atribut diatas. Jika suatu sistem tolok ukur organisasi jauh dari karakteristik atau atribut diatas maka saatnya untuk menguji kembali kegunaan tolok ukur kinerja yang ada dan mencari tolok ukur yang baru.
2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. 
Menurut Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik“, mengemukakan bahwa :

“Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).

5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.”








                    (2005:14)
Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 
Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Proses pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi semua pegawai organisasi melalui:
· Refleksi terhadap kinerja masa lalu.
· Evaluasi kinerja saat ini.
· Identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (achievement culture) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfir organisasi yang dalam penciptaannya diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi.

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran. 
Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kinerja yang tinggi. Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami proses memotivasi, bagaimana individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada preferensi, reward, dan prestasi kerjanya.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.  Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. 
2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Dengan adanya pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat yang pasti terhadap jalannya kinerja pemerintah. 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” mengemukakan bahwa :

“Manfaat pengukuran kinerja sektor publik antara lain :
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.”
                  (2004:122)

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu Pengukuran kinerja dapat bermanfaat sebagai ukuran yang dapat digunakan dalam menilai suatu kinerja seseorang juga memberikan arah terhadap target yang diharapkan, dapat juga membantu  memahami berbagai kegiatan pemerintah dan mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangannya. Hasil dari suatu pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.
2.2 Balanced Scorecard
Dalam era globalisasi, yang ditandai oleh pesatnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya perubahan dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kepuasan pelanggan menjadi sasaran strategis bagi perusahaan agar dapat tumbuh berkembang dan tetap eksis dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin ketat. Dengan kondisi tersebut, maka untuk dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yang berfokus pada kepuasan pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran juga pertumbuhan sehingga evaluasi kinerja dengan hanya melihat aspek keuangan saja menjadi kurang relevan. Untuk itu perlu digunakan pengukuran kinerja baru yang menyeimbangkan pengukuran finansial dan non finansial yang disebut Balanced Scorecard. 
2.2.1  Sejarah Balanced Scorecard dan Perkembangannya

Pada awalnya, Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek keuangan. Balanced Scorecard merupakan suatu tolok ukur kinerja yang terintergrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan di seluruh organisasi. Selanjutnya Balanced Scorecard mengalami perkembangan implementasinya, tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategik. Dengan demikian konsep dan penerapan Balanced Scorecard telah mengalami perubahan pesat sejak saat diperkenalkan pertama kali di U.S.A. Meskipun bukan sesuatu yang baru pada awal kemunculannya, ide Balanced Scorecard untuk memfasilitasi agar organisasi agar mencurahkan perhatiannya atas kapabilitas aktiva tak berwujud, banyak mendapat sambutan dari pemerhati dan praktisi organisasi dan manajemen. Ide tentang Balanced Scorecard ini pertamakali dipublikasikan dalam artikel Robert S. Kaplan dan David P. Norton di Harvard Bussiness Review tahun 1992 dalam sebuah artikel berjudul “Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance”. Artikel tersebut merupakan laporan dari serangkaian riset dan eksperimen terhadap beberapa perusahaan di Amerika serta diskusi rutin dua bulanan dengan wakil dari berbagai bidang perusahaan sepanjang tahun itu untuk mengembangkan suatu model pengukuran kinerja baru. Balanced Scorecard dikembangkan sebagai sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan para eksekutif memandang perusahaan dari berbagai perspektif secara signifikan.
Balanced Scorecard terdiri atas tolok ukur keuangan yang menunjukkan hasil dari tindakan yang diambil sebagaimana ditunjukkan pada tiga perspektif tolok ukur operasional lainnya. Dalam perkembangannya, Balanced Scorecard kemudian dikembangkan untuk menghubungkan tolok ukur bisnis dengan strategi perusahaan. Norton dan Kaplan menjelaskan pentingnya memilih tolok ukur berdasarkan keberhasilan strategis dalam artikel kedua Harvard Bussiness Review, “Putting the Balanced Scorecard to Work” (September-Oktober 1993). Dalam artikel ini, Kaplan dan Norton menunjukkan bagaimana beberapa perusahaan menggunakan Balanced Scorecard. 
Mulai pertengahan tahun 1993, perusahaan konsultan yang dipimpin oleh Davis P. Norton, Renaissance Solution, Inc., menerapkan Balanced Scorecard sebagai sarana untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi di berbagai perusahaan kliennya. Sejak saat itu, Balanced Scorecard tidak saja digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja namun berkembang lebih lanjut sebagai sistem manajemen strategis. Keberhasilan pemanfaatan Balanced Scorecard tersebut dilaporkan dalam sebuah artikel di Harvard Bussiness Review (Januari-Februari 1996) dengan judul : “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System”. Artikel ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan harus berkompetisi dalam era reformasi sekarang ini dengan meningkatkan kemampuannya dalam mengeksploitasi intangible assets, lebih baik dari sekadar mengelola tangible assetsnya. Penjelasan sekilas tentang proses kelahiran Balanced Scorecard  tersebut dimaksudkan agar pandangan keliru tentang Balanced Scorecard dapat diluruskan. Hal ini sekaligus menggambarkan suatu kegamangan bahwa Balanced Scorecard merupakan untaian konsep yang manis didengar tapi sulit diterapkan. 
2.2.2 Konsep Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balanced Scorecard  melengkapi pengukuran finansial atas kinerja dimasa lampau dengan pengukuran non finansial sebagai pemicu kinerja dimasa mendatang. Pendekatan Balanced Scorecard  dimulai dengan sebuah premis bahwa ukuran keuangan tidak cukup untuk mengelola organisasi karena ukuran keuangan hanya bercerita tentang masa lalu. Ukuran keuangan dianggap kurang memberikan arah dalam penciptaan nilai melalui investasi dalam pelanggan, supplier, pekerja, teknologi atau inovasi.

Balanced Scorecard  mengimplementerkan ukuran masa lalu (lagging indicators) dengan ukuran pendorong kinerja masa mendatang (leading indicators). Tujuan dan ukuran dalam Balanced Scorecard , yang berasal dari misi dan strategi organisasi, memberikan gambaran tentang kinerja organisasi melalui empat perspektif. Konsep Balanced Scorecard  berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. 
Menurut Mulyadi dalam bukunya “Balanced Scorecard sebagai Alat Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan” mengemukakan bahwa :

“Konsep Balanced Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu :
1. Kartu Skor (scorecard).
2. Berimbang (balanced).”
      (2002:437)

Kartu skor merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel dimasa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personel dimasa depan dibandingkan dengan hasil kerja sesungguhnya. Hasil kerja ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kerja personel yang bersangkutan.

Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang berdasarkan dua aspek, yaitu :
a. Keuangan (financial) dan non keuangan (non financial)
b. Jangka pendek dan jangka panjang

c. Intern dan ekstern

Oleh karena itu, jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan dimasa depan, personel tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja finansial dan non finansial, antara kinerja jangka panjang dan jangka pendek, serta antar kinerja yang bersifat intern dan ekstern.
2.2.3 Pengertian Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard sebagai suatu pendekatan baru sistem pengukuran kinerja, diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton untuk dapat memberikan usulan seperangkat indikator kinerja yang diturunkan dari visi, misi dan strategi perusahaan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Beberapa pendapat mengenai Pengertian Balanced Scorecard, antara lain menurut Vincent Gasperz dalam bukunya “Balanced Scorecard dengan Six Sigma” mengemukakan bahwa :
“Balanced Scorecard merupakan suatu sistem pengukuran kinerja manajemen atau sistem manajemen strategis, yang diturunkan dari visi dan strategi dan merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. “







           
          (2002:9)
Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan dan ukuran. Balanced Scorecard menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan pelanggan, dengan berbagai ukuran internal proses bisnis penting, inovasi serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

Balanced Scorecard sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis sebagai sistem pengukuran kinerja yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perilaku manusia di dalam maupun luar organisasi. Balanced Scorecard tetap mempertahankan ukuran keuangan sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Balanced Scorecard memberi para eksekutif kerangka kerja yang komperehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. 
Pendapat lain mengenai Balanced Scorecard juga dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Balanced Scorecard sebagai Alat Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan” adalah :
“Contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan.”








          (2001:1)
Dari kesimpulan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya juga dalam melipatgandakan kinerja keuangan perusahaan atau organisasi tersebut. Balanced Scorecard juga digunakan sebagai suatu sistem manajemen untuk merefleksikan berbagai aspek terpenting dalam bisnis berdasarkan visi dan strategi perusahaan.
2.2.4 Karakteristik Balanced Scorecard
Balanced Scorecard merupakan konsep manajemen, sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja (performance measurement) yang mengukur kinerja perusahaan. Keberhasilan ukuran-ukuran dengan menggunakan Balanced Scorecard harus dikaitkan dengan strategi perusahaan.
Penjelasan mengenai Karakteristik Balanced Scorecard dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard” adalah :

“Suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan suatu “Strategic based responsibility accounting system” yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda, yaitu : 
1. Perspektif keuangan (financial perspective); 
2. Perspektif pelanggan (customer perspective);

3. Perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective);
4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth (infrastructure) perspective).”
                                                                                                                      (2003:4)
Balanced Scorecard mempertahankan perspektif keuangan karena tolok ukur keuangan berguna dalam mengikhtisarkan konsekuensi tidakan ekonomi terukur yang telah diambil. Tolok ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, implementasi, dan eksekusi perusahaan memberi kontribusi pada perbaikan laba. Tujuan finansial biasanya berkaitan dengan pengukuran kemampulabaan, seperti laba operasi, RICE (Return On Capital Employed); EVA (Economic Value Added) dan lain-lain. Tujuan keuangan alternatif dapat berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau perolehan arus kas. Perspektif keuangan menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang diambil dalam ketiga perspektif yang lain. 
Perspektif pelanggan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasar di mana unit usaha akan bersaing. Perspektif proses bisnis internal melukiskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai untuk pelanggan dan pemilik. 
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Infrastructure) mendefinisikan kapabilitas yang diperlukan induk organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. 
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya yang berjudul “Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard”, bahwa : 

“Perspektif yang terakhir ini (Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) berhubungan dengan tiga “enabling factors” utama, yaitu :
1. Kapabilitas karyawan (employee capabilities); 
2. Kapabilitas sistem informasi (information system capabilities);
3. Sikap karyawan (motivasi, pemberdayaan/empowerment).”
                                                                                                     (2003:5)
Dalam pendekatan Balanced Scorecard, penekanan adalah pada perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) bukan hanya mencapai tujuan khusus seperti laba sekian milyar rupiah. Mengembangkan suatu Balanced Scorecard mencakup suatu proses secara khusus mendesain suatu sistem pengukuran manajemen strategik. Prosesnya dimulai dengan melakukan penilaian pendahuluan dari strategi perusahaan secara keseluruhan dengan fokus pada integrasi proses ekonomi secara keseluruhan. 
2.2.5  Perspektif-Perspektif Dalam Balanced Scorecard
Tehnik Pengukuran Kinerja menggunakan Balanced Scorecard merupakan tehnik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini. Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif yakni, Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta Pembelajaran dan Pertumbuhan. Empat perspektif balanced scorecard memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang keras dengan ukuran subjektif yang lebih lunak. Sementara keberagaman pada ukuran Balanced Scorecard mungkin tampak membingungkan, balanced scorecard yang dibuat dengan benar, mengandung kesatuan tujuan karena semua ukuran diarahkan kepada pencapaian strategi yang terpadu. 
2.2.5.1 Perspektif Keuangan (financial perspective)
Balanced Scorecard menggunakan tolok ukur kinerjanya, seperti laba bersih dan ROI (Return On Investment), karena tolok ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolok ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan, seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengandalkan tolok ukur kinerja keuangan dalam memutuskan apakah meminjamkan atau menginvestasikan dana. Tolok ukur keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan pandangan agregat keberhasilan suatu organisasi. Ukuran kerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan keuangan biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang diukur, misalnya laba operasi. Tujuan keuangan lainnya mungkin berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas.
Tolok ukur keuangan adalah penting, akan tetapi tidak cukup mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai (value). Tolok ukur non keuangan juga tidak memadai untuk menyatakan angka paling bawah (bottom line). Balanced Scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolok ukur kinerja yang multiple, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan.
Balanced Scorecard menggunakan tolok ukur kinerjanya, seperti laba bersih dan ROI (Return On Investment), karena tolok ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolok ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan, seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengandalkan tolok ukur kinerja keuangan dalam memutuskan apakah meminjamkan atau menginvestasikan dana. Tolok ukur keuangan yang didesain dengan baik dapat memberikan pandangan agregat keberhasilan suatu organisasi.

Menurut Kaplan yang diterjemahkan oleh Indra Gunawan dalam “Jurnal Bisnis dan Akuntansi” mengemukakan bahwa :

“Pada saat organisasi atau perusahaan melakukan pengukuran secara finansial atau keuangan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Perkembangan suatu industri tersebut terbagi kedalam tiga tahapan, yaitu :

1. Pertumbuhan (growth ).
2. Masa Bertahan (sustain)
3. Kematangan (harvest).”
      (2000:288)
Tahap pertumbuhan (growth stage), adalah tahapan awal siklus perusahaan dimana perusahaan memiliki produk dan jasa yang secara signifikan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Dalam hal ini, manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan mengembangkan suatu produk atau jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan demikian, tolok ukur kinerja yang cocok dalam tahap ini adalah tingkat pertumbuhan pendapatan dan penjualan dalam segmen pasar yang telah ditargetkan.

Masa bertahan (sustain stage), adalah tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Dalam tahapan ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika mungkin. Investasi yang dilakukan umumnya diarahkan untuk menghilangkan bottleneck, mengembangkan kapasitas, dan meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Sasaran keuangan pada tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

Tahap kematangan (harvest stage), adalah tahapan di mana perusahaan benar-benar menuai hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap ini, adalah memaksimumkan arus kas masuk dan pengurangan modal kerja sehingga diambil sebagai tolok ukur.
2.2.5.2  Perspektif Pelanggan (customer perspective)
Dalam Perspektif pelanggan, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis dalam segmen sasaran. Perspektif pelanggan biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Pada Perspektif pelanggan, harus mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen pasar sasaran. 
Dalam bisnis konvensional pertarungan mempertahankan para pelanggan lama dan merebut para pelanggan baru merupakan suatu proses persaingan yang wajar. Pada perspektif ini kinerja dianggap penting karena ada keterkaitan dengan kepuasan pelanggan. Kinerja pelanggan dapat dilakukan dengan pengukuran lima aspek utama, yaitu :
1 Kepuasan pelanggan (customer satisfaction)
Tolok ukur kepuasan pelanggan menunjukkan apakah perusahaan memenuhi harapan pelanggan atau bahkan menyenangkannya. Dalam hal ini juga diukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan.
2 Retensi pelanggan (customer retention)
Tolok ukur retensi atau loyalitas pelanggan menunjukkan bagaimana baiknya perusahaan berusaha mempertahankan pelanggannya. Secara umum dikatakan bahwa dibutuhkan lima kali lebih banyak untuk memperoleh seorang pelanggan baru daripada mempertahankan seorang pelanggan lama. Pengukuran ini dapat diukur berdasarkan tingkat suatu unit usaha mempertahankan atau memelihara hubungan yang berkelanjutan (ongoing relationship) dengan pelanggannya.
3 Pangsa pasar (market share)
Pangsa pasar mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh organisasi atau perusahaan tertentu. Pangsa pasar dapat diukur dalam jumlah pelanggan, rupiah yang dibelanjakan, atau volume unit yang dijual. 
4 Kemampulabaan pelanggan (customer profitability)
Merupakan pelanggan yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. Perusahaan menginginkan pelanggan yang menguntungkan. Tolok ukur keuangan seperti kemampulabaan pelanggan, membantu mengungkapkan pelanggan tertentu yang ditargetkan yang sebenarnya tidak menguntungkan.
5 Akuisisi pelanggan (customer acquisition)
Merupakan kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, yang mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan-pelanggan lama. Akuisisi pelanggan dapat diukur berdasarkan tingkat suatu unit usaha menarik atau memenangkan pelanggan dan usaha baru. 
2.2.5.3 Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif Proses Bisnis Internal pada organisasi sektor publik adalah untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses bisnis internal organisasi secara berkelanjutan. Tujuan strategik dalam perspektif proses bisnis internal mendukung perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Dalam perspektif proses internal, organisasi mengidentifikasi proses kunci yang harus dikelola dengan baik agar terbangun keunggulan organisasi dengan tujuan untuk :

a. Memberikan proporsi nilai yang akan menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, dan

b. Memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi para pemegang saham.

Beberapa sasaran strategik pada perspektif proses internal misalnya peningkatan proses pelayanan, perbaikan siklus pelayanan, peningkatan kapasitas infrastruktur, pemutakhiran teknologi, dan pengintegrasian proses layanan pelanggan secara langsung. 
Agar dapat menentukan tolok ukur kinerja ini, manajemen perusahaan pertama-tama perlu mengidentifikasi proses internal yang terdapat di dalam perusahaan. Dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses internal tersebut secara umum terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut :
1. Inovasi
Pada tahap inovasi, perusahaan perlu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan para pelanggan baik para pelanggan yang sekarang maupun para pelanggan potensial di masa kini dan masa mendatang serta merumuskan cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut, perusahaan berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan pokok dari konsumen dan kemudian menciptakan produk atau jasa yang kemudian memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Operasi
Proses operasi perusahaan mencerminkan aktivitas yang dilakukan perusahaan, dari saat penerimaan order dari pelanggan, sampai dengan produk atau jasa tersebut dikirim pada pelanggan. Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktifitas di dalam proses operasi terbagi menjadi dua, yakni proses pembuatan produk dan proses penyampaian produk ke pelanggan. 
3.  Layanan Purna Jual
Pada tahapan pelayanan purna jual, proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah dilakukan penjualan produk atau jasa, perusahaan melakukan pemberian garansi dan aktivitas perbaikan, fasilitas pemrosesan pembayaran, serta memberikan perlakuan antisipatif pada barang yang dikembalikan dan rusak. 
Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufakturing. Perusahaan tergantung pemasok mengirimkan barang dan jasa tepat pada waktunya, dengan harga yang rendah dan dengan mutu yang tinggi. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi problema dengan pemasok.
2.2.5.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Dalam perspektif ini, dilakukan pengidentifikasian infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Target dan ukuran kesuksesan akan terus berubah seiring dengan perubahan waktu.dalam organisasi sektor publik perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus menerus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholdernya. Pada proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi bersumber dari tiga prinsip, yaitu people, system, dan organizational procedure. Balanced Scorecard menekankan pentingnya investasi untuk kepentingan masa depan, oleh karena itu dalam proses belajar dan berkembang ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Kemampuan pekerja
Dalam kemampuan pekerja, perubahan memerlukan pembentukan ulang keterampilan para karyawan sehingga pemikiran dan kemampuan kreatif mereka dapat dimobilisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. Kondisi ini dapat ditinjau dari tingkat kepuasan pekerjaan, tingkat perputaran tenaga kerja, besarnya pendapatan perusahaan per karyawan, nilai tambah dari tiap karyawan.
2. Kemampuan sistem informasi

Dalam kemampuan sistem informasi, motivasi, keterampilan, dan karyawan adalah penting untuk pencapaian tujuan bisnis internal dan kepuasan pelanggan, tatapi dewasa ini memerlukan infornmasi yang handal tentang berbagai hal, misalnya pelanggan, proses internal dan konsekuensi finansial dari kepuasan yang diambil. Dengan demikian keberhasilan kondisi antara lain dapat ditinjau dari tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi dan jangka waktu untuk memperoleh informasi.
3. Motivasi pemberdayaan dan pensejajaran perusahaan

Upaya memotivasi antara lain diawali dengan terciptanya iklim organisasi yang merdeka sehingga mendorong tumbuhnya motivasi dan inisiatif karyawan. Keberhasilan aspek ini antara lain diukur melalui jumlah saran pegawai, jumlah saran yang diimplementasikan, jumlah saran yang berhasil guna, dan banyaknya pegawai yang mengetahui dan mengerti visi serta tujuan perusahaan.
Secara keseluruhan, Balanced Scorecard menerjemahkan visi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran dalam seperangkat perspektif yang seimbang. Balanced Scorecard terdiri atas berbagai ukuran hasil yang diinginkan perusahaan dan juga berbagai proses yang akan mendorong tercapainya hasil masa depan yang diinginkan.
2.2.6 Keunggulan Pendekatan Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategik sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem manajemen strategik ke dalam manajemen tradisional. 
Balanced Scorecard menjadikan sistem manajemen strategik kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik sistem manajemen strategik tradisional.
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Manajemen strategik tradisional hanya berfokus pada sasaran-sasaran yang bersift keuangan, sedangkan sistem manajemen strategik kontemporer mencakup perspektif yang luas seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Berbagai sasaran strategik yang dirumuskan dalam sistem manajemen strategik tradisional tidak koheren satu dengan yang lainnya. Sedangkan berbagai sasaran strategik dalam sistem manajemen strategik kontemporer dirumuskan secara koheren. Balanced Scorecard bahkan menjadikan sistem manajemen strategik kontemporer memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem manajemen strategik tradisional yaitu dalam karakteristik keterukuran dan keseimbangan. 
Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Komprehensif

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain yaitu pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. 
Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat, yakni :
a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang.
b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang komplek.
Balanced Scorecard memotivasi personel untuk mengarahkan usahanya kesasaran-sasaran strategik yang menjadi penyebab utama dihasilkannya kinerja keuangan untuk menghasilkan kenerja keuangan, personel harus mewujudkan sasaran dari perspektif pelanggan. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk dan jasa yang menghasilkan value terbaik bagi pelanggan. Produk dan jasa yang menghasilkan value bagi pelanggan harus dihasilkan dari proses yang produktif dan cost effective. Kinerja keuangan yang dihasilkan dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan tersebut merupakan kinerja keuangan yang sesungguhnya, yang berasal dari usaha nyata dalam bisnis, sehingga kinerja keuangan yang demikian akan berlipat ganda dan berjangka panjang. 
Kekomprehensifan sasaran strategi merupakan respon yang pas untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Dengan mengarahkan sasaran-sasaran strategi keempat perspektif, rencana strategi perusahaan mencakup lingkungan yang luas, yang memadai untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. 
2. Koheren
Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun sebab akibat (causal relationship) diantara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, sasaran strategik dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan harus menjadi penyebab diwujudkannya sasaran strategik di perspektif proses bisnis internal atau pelanggan atau secara langsung menjadi penyebab diwujudkannya sasaran strategik di perspektif keuangan.
Semua sasaran strategik di berbagai perspektif non keuangan harus bermuara di sasaran strategik di perspektif keuangan, karena pada hakikatnya organisasi perusahaan adalah institusi pencipta kekayaan, oleh karena itu semua kegiatannya harus dapat menghasilkan tambahan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan dalam sistem perencanaan strategik memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategik yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. Sistem perencanaan strategik yang menghasilkan sasaran strategik yang koheren akan menjanjikan pelipat gandaan kinerja keuangan berjangka panjang, karena personel dimotivasi untuk mencari inisiatif strategik yang mempunyai manfaat bagi perwujudan sasaran strategik di perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.
 Kekoherenan juga berarti dibangunnya hubungan sebab akibat antara keluaran yang dihasilkan sistem perumusan strategi yang dihasilkan sistem perencanaan strategik. Sasaran strategik yang dirumuskan dalam sistem perencanaan strategik merupakan penerjemah dari visi, tujuan dan strategik yang dihasilkan sistem perumusan strategi yang pada akhirnya semua sasaran strategi di berbagai perspektif keuangan dan non keuangan harus bermuara di sasaran strategik di perspektif keuangan, karena pada hakikatnya organisasi perusahaan adalah institusi penciptaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Seimbang
Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam empat perspektif meliputi jangka pendek dan jangka panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam Balanced Scorecard juga tercermin dengan selarasnya Balanced Scorecard personal staf dengan perusahaan sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggungjawab untuk memajukan perusahaan.
Keseimbangan sasaran yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Balanced Scorecard menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal (para pemegang saham dan pelanggan) dan ukuran internal (proses bisnis internal, inovasi, pembelajaran dan pertumbuhan). Keseimbangan juga dinyatakan antara semua ukuran hasil (lag indicator) perusahaan di masa depan. Balanced Scorecard juga menyatakan keseimbangan antara semua ukuran hasil yang objektif dan mudah dikuantifikasikan dengan faktor penggerak kinerja berbagai ukuran hasil yang subjektif.
4. Terukur
Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 
Menurut Jonathan Sofian dalam artikelnya yang berjudul “Pengantar Balanced Scorecard” mengemukakan bahwa :

“Semangat untuk menentukan ukuran dan untuk mengukur berbagai sasaran strategik ke empat perspektif tersebut dilandasi oleh keyakinan berikut ini:

 If we can measure it, we can manage it 

 If we can manage it, we can achieve it.”





                                              (2004:2)
      Balanced Scorecard mengukur sasaran–sasaran strategik yang sulit diukur. Sasaran-sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran merupakan sasaran yang tidak mudah di ukur, namun dalam pendekatan Balanced Scorecard, sasaran ketiga perspektif non keuangan tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. Keterukuran sasaran–sasaran strategik di ketiga perspektif tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategik nonkeuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipat ganda dan berjangka panjang.
2.3 Akuntabilitas Publik
Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan non fisik yang lebih bersifat non material. 
Dalam hubungan keagenan seringkali muncul masalah berupa adanya informasi yang tidak dimiliki secara sama oleh tiap-tiap pihak. Permasalahan lain yang mungkin muncul dalam hubungan keagenan adalah adanya Moral hazard, yang dalam konteks sektor publik dapat berupa dilakukannya kebohongan publik oleh eksekutif kepada masyarakat luas, dilakukannya korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang tersebut diperlukan suatu sistem akuntabilitas publik. Untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang baik diperlukan saluran-saluran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga sistem tersebut mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi.
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.

Definisi mengenai Akuntabilitas Publik dikemukakan oleh Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” adalah :
“Kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal).”







                      (2005:9)

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. 
Definisi lain mengenai Akuntabilitas Publik dikemukakan oleh Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” adalah :
“Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut..”









      (2004:124)
Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (responsibility). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian. Namun perlu diingat bahwa tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi), dan kewenangan. 
Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” mengemukakan bahwa :

“Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).”








        (2004:21)
Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau walikota, akuntabilitas menteri kepada presiden, akuntabilitas kepala unit kepada kepala cabang, akuntabilitas kepala cabang kepada CEO dan sebagainya. 
Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.
2.3.2 Dimensi Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek atau dimensi yang dapat berguna dalam memenuhi tujuan akhir suatu perusahaan, yakni Good Corporate Governance, karena akuntabilitas ini sangat menunjang dalam terciptanya Good Corporate Governance tersebut.
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang telah diterjemahkan oleh Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Sektor Publik”, bahwa :
“Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legalty); 
2. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability);
3. Akuntabilitas Program (program accountability);
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability);
5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability);”









        (2005:10)

Terciptanya suatu akuntabilitas sangat tergantung pada adanya hubungan komunikasi dengan atasan dan bawahan. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik karena sifat kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menujukkan kinerja secara komperehensif.
2.3.2.1  Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

    Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dengan tidak terjadinya malpraktik dan maladministrasi.

2.3.2.2 Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customernya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi. Akuntabilitas manajerial menjadi perhatian utama manajer sektor publik dalam melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja.

2.3.2.3 Akuntabilitas Program


Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

2.3.2.4 Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat suatu kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) aman yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampaknya atas kebijakan tersebut.

2.3.2.5 Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. 


Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu. Validitas, relevansi dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik.
2.4 Peranan Balanced Scorecard dalam Akuntabilitas Publik
Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha, menyebabkan persaingan semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan semakin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan yang akan berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dalam suatu pengukuran kinerja sektor publik yang efektif, pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh sistem manajemen organisasi yang mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai hubungan dalam organisasi maupun hubungan antar organisasi dengan lingkungannya. Dengan demikian, dinamika perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.
Menurut Andersen dan Lawrie sebagaimana diterjemahkan oleh Herry Darwanto dalam artikelnya yang berjudul “Balanced Scorecard untuk Organisasi Pemerintahan” menyatakan bahwa :
“Balanced Scorecard sangat berguna sebagai alat pengawasan yang strategis dalam organisasi publik untuk mengawasi tujuan strategis dari sektor pelayanan publik.”









                      (2007:1)
Sedangkan menurut Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Muhammad Ichsan dalam bukunya “Balanced Scorecard menuju Organisasi yang berfokus pada strategi” mengemukakan bahwa :

“Balanced Scorecard memberikan kerangka kerja dan berpikir yang integratif bagi manajemen dan stakeholders lain untuk mengendalikan perubahan-perubahan penting secara organisasional dalam dinamika persaingan. Di Indonesia banyak perusahaan dan organisasi publik Indonesia mencoba menerapkan Balanced Scorecard , baik dari sekedar untuk sistem akuntabilitas, penilaian kinerja bisnis, hingga sistem manajemen strategis.”
                                                                                                          (2005:1)

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauhmana perusahaan mampu menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Pada instansi pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang membuat daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Balanced Scorecard sebagai suatu alat ukur kinerja sangat perlu dalam memastikan dan mendukung tercapainya akuntabilitas publik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, tidak saja menekankan kepada aspek akuntansi tetapi segi aspek perencanaan kinerja yang memadai akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.






